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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka 

kesimpulan yang diperoleh adalah: 

1.  Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota 

Yogyakarta  sudah berjalan dengan cukup baik tetapi masih banyak 

yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan aksesibilitas. Mengenai 

pemenuhan aksesibilitas dapat diukur dari empat aspek yaitu aspek 

infrastruktur, aspek informasi, aspek kebijakan dan peraturan, dan 

aspek partisipasi.  

a. Aspek infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana bagi 

penyandang disabilitas dalam Tempat Pemungutan Suara. Sarana 

dan prasana meliputi akses ke dalam TPS, akses pintu masuk dan 

pintu keluar TPS, alat bantu coblos seperti template braille, meja 

kotak suara yang dapat dijangkau oleh pemilih disabilitas yang 

menggunakan kursi roda dan dwarfisme. Dalam praktiknya masih 

dijumpai beberapa TPS yang kekurangan dalam hal sarana dan 

prasaranya misalnya pintu masuk TPS yang berundag, akses masuk 

ke dalam TPS yang memiliki tanggul, dan kotak suara yang terlalu 

tinggi untuk dijangkau oleh pemilih yang menggunakan kursi roda 

dan pemilih dwarfisme. 

 

 



52 
 

 
 

b. Aspek informasi berkaitan dengan penyandang disabilitas 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. 

Hal tersebut dapat dilakukan melalui Pendidikan politik ataupun 

sosialisasi. Dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta berkolaborasi 

dengan organisasi seperti CIQAL dan SIGAB dalam melakukan 

Pendidikan politik dan sosialisasi terkait dengan hak politik bagi 

penyandang disabilitas dan juga KPU Kota Yogyakarta melakukan 

simulasi pencoblosan bagi penyandang disbailitas pada selasa 23 

Januari 2024. 

c. Aspek kebijakan dan peraturan berkaitan dengan regulasi berkaitan 

dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu. Dalam 

hal ini regulasi yang mengatur terkait dengan hak politik bagi 

penyandang disabilitas diantaranya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum  Nomor  9 Tahun 2022, Peraturan Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 5 Tahun 

2022Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. 

Dalam hal peraturan teknis diatur dalam Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024  Suara pada huruf m 

menyebutkan Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih 

disabilitas, kata dapat dalam keputusan tersebut kurang menjamin 

adanya kepastian hukum karena frasa dapat sendiri merupakan 

sebuah kalimat anjuran. 
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d. Aspek pasrtisipasi dalam hal partisipasi terjadi peningkatan yang 

signifikan di jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas di Kota 

Yogyakarta. Pada pilkada tahun 2017 jumlah penyandang 

disabilitas yang terdata oleh KPU Kota Yogyakarta sebanyak 837 

pemilih, kemudian meningkat pada Pemilu tahun 2019 menjadi 

1.679 pemilih, dan pada pemilu tahun 2024 mengalami 

peningkatan yang sangat banyak yaitu 3.363 pemilih. Meskipun 

belum semua penyandang disabilitas yang terdaftar dalam KPU 

Kota Yogyakarta sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya pada 

pemilu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada pemilu tahun 

2019 dari 1.679 pemilih yang terdaftar, yang menggunakan hak 

pilihnya hanya 640 pemilih. Dimana pada pemilu tahun 2019 

hanya 38% dari jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan 

hak pilihnya. Pada pemilu tahun 2024 yang baru dilangsungkan 

tanggal 14 bulan Februari, dari 3.363 pemilih yang terdaftar yang 

menggunakan hak pilihnya hanya 1.440 pemilih, dimana pemilih 

yang menggunakan hak pilihnya 43% dari jumlah pemilih yang 

terdaftar. Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 pada 

pemilu tahun 2024 sudah mengalami kenaikan yang signifikan. 

Jika melihat dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya saja 

maka pada pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 terjadi 

kenaikan sekitar 125%. 
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2. Untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas di Kota 

Yogyakarta terpenuhi, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta 

menghadapi beberapa tantangan. Tantangan terbesar, menurut Ketua 

KPU Kota Yogyakarta, adalah internalisasi regulasi  KPU secara 

keseluruhan perlu memahami regulasi terkait serta Peraturan KPU yang 

relevan, selain itu kendala lainnya adalah menyebarkan informasi dan 

melakukan sosialisasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, 

diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan mulai dari 

tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW, keluarga, serta lembaga-

lembaga terkait. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan pemilu 

yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting karena 

KPU Kota Yogyakarta tidak dapat melaksanakan mandat dari peraturan 

perundang-undangan sendirian tanpa dukungan dari para pemangku 

kepentingan tersebut. 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi penelitian di masa mendatang dan 

pemangku kepentingan. Saran-saran tersebut dirumuskan berdasarkan 

temuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil 

penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis 

yaitu: 

1. Komisi Pemilihan Umum  meningkatkan kepastian hukum berkaitan 

dengan regulasi-regulasi tentang aksesibilitas bagi penyandang 
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disabilitas dalam Pemilu. Seperti contohnya dalam Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan 

Umum bagian Pelaksanaan Pemberian Suara pada huruf m 

menyebutkan Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih disabilitas, 

pemilih hamil, pemilih yang membawa balita, pemilih lanjut usia, dan 

pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus yang duduk di tempat 

duduk prioritas untuk memberikan suara, untuk lebih menjamin 

kepastian hukumnya sebaiknya kata dapat diganti menjadi kata harus 

atau wajib, karena kata dapat hanya bersifat sebuah anjuran bukan suatu 

keharusan. 

2. KPU Kota Yogyakarta bersama pemangku kepentingan lainnya agar 

terus gencar melakukan pendataan terkait dengan penyandang 

disabilitas di Kota Yogyakarta dan mengklasifikasikannya menurut 

ragam penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 

pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penanaman 

prinsip aksesibilitas bagi internal KPU, PPK, KPPS, pendamping dan 

masyarakat agar memiliki persfektif disabilitas dan tidak 

mengesampingkan hak politik dari penyandang disabilitas. Selain itu 

juga meningkatkan kepekaan bagi penyandang disabilitas dan keluarga 

penyandang disabilitas terkait pentingnya hak pilih mereka.  

3. Menyediakan alternatif bagi penyandang disabilitas yang kesulitan 

untuk berpergian atau menjangkau TPS dikarenakan keterbatasan alat 
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transportasi, seperti misalnya sistem e-voting atau penyediaan layanan 

antar jemput untuk penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan 

untuk hadir menggunakan hak pilih mereka.  
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